SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa  tujuan, sasaran, kebijakan, dan  strategi
pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, sebagai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam
masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2021-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5603);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
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Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun
2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
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Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di
Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021
sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Capaian kinerja tahunan adalah capaian target kinerja yang terealisasi
setiap tahunnya;.

Capaian kinerja akhir RPJMD adalah akumulasi capaian target kinerja
tahunan yang terealisasi sampai dengan masa akhir RPJMD.

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja perangkat
daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a.

penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi
pembangunan Daerah Provinsi, kebijakan umum, program prioritas
Gubernur, dan arah

. kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD

dan RTRW; dan

dokumen perencanaan Daerah Provinsi yang memberikan arah sekaligus
acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
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BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3
RPJMD disusun sebagai berikut:

a. BABI :Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah;

h. BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB IX : Pembangunan Kewilayahan;
j. BAB X : Penutup.

[

Pasal 4
Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 5
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan

c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6
RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di
bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB V
PENDANAAN RPJMD

Pasal 8

(1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu
Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran.

(3) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan
yang berlaku;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa
berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
RPJMD tahun 2021-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun
2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD
Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Gubernur terpilih periode
selanjutnya.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 September 2021
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ttd
ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 23 September 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3-160/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

: "‘KHRIZAL, S.H., M.H.
NIP. \19640616 200212 1 005
J{ '-"7"

e~

f‘\—
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah
daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, intergrasi,

sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga pengendalian pembangunan; Dengan demikian, diperlukan sistem
perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik; Salah
satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib
bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD); RPJMD merupakan salah satu bentuk
dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan
pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Gubernur
dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 9
Desember 2020; RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan
dasar serta meningkatkan daya saing daerah;

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 tentang RPJPD;

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
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Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
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